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ABSTRAK 
 
      Masyarakat adat Bali menganut sistem kekeluargaan patrilineal, dimana dalam 
sistem pewarisannya, harta warisan ditujukan kepada garis keturunan laki-laki yang 
berdasarkan Awig-Awig Desa Adat Bali salah satunya berupa harta bersama, hal 
ini menyebabkan kedudukan perempuan bukanlah sebagai ahli waris, yang sering 
menimbulkan permasalahan, salah satunya yang terjadi dalam Putusan Mahkamah 
Agung Nomor: 493/K/Pdt/2012 yang pokok permasalahannya ialah : (1) 
Bagaimana kedudukan janda terhadap harta bersama berdasarkan Awig-Awig Desa 
Pakraman Denpasar? (2) Apakah amar Putusan Mahkamah Agung Nomor: 
493/K/Pdt/2012 tentang kedudukan janda terhadap harta bersama sudah sesuai atau 
tidak dengan Awig-Awig Desa Pakraman Denpasar?  
      Metode penelitian yang digunakan terdiri dari tipe penelitian yuridis, sifat 
penelitian deskriptif, data yang digunakan data sekunder, pengumpulan data studi 
kepustakaan dan studi lapangan, analisis data kualitatif, serta penarikan kesimpulan 
menggunakan metode deduktif.  
     Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Berdasarkan Awig-Awig Desa 
Pakraman Denpasar, janda memiliki kedudukan yang sama dengan suaminya 
terhadap harta bersama atau harta gunakaya peninggalan almarhum suaminya 
namun hanya berhak menikmati demi kepentingan diri sendiri dan anak-anaknya, 
bukan sebagai ahli waris. (2) Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 
493/K/Pdt/2012 tentang kedudukan janda terhadap harta bersama tidak sesuai 
dengan Awig-Awig Desa Pakraman Denpasar, kedudukan janda bukan sebagai ahli 
waris terhadap harta bersama atau harta gunakaya peninggalan almarhum 
suaminya, melainkan hanya menikmati demi kepentingan diri sendiri dan anak-
anaknya. 
 
Kata Kunci : Kedudukan Janda, Harta Bersama, Awig-Awig Desa Adat 
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PENDAHULUAN 

Masyarakat adat Bali menganut sistem kekeluargaan patrilineal. Oleh karena 

itu, kedudukan anak perempuan dan janda bukanlah merupakan ahli waris, tetapi 

janda hanya berhak menikmati harta pusaka atau harta peninggalan almarhum 

suaminya dan kegunaan serta pengelolaan harta tersebut dikaitkan kepada 

kewajiban untuk memelihara anak dan kewajiban-kewajiban ke tempat-tempat 

peribadatan. Dan apabila janda menghambur-hamburkan kekayaan almarhum, 

kawin lagi dengan tidak meminta izin, berzina, maka janda tersebut telah keluar 

dari jalur dharmanya sebagai janda, sehingga keluarga berhak menegur untuk 

mengingatkan agar janda tidak berbuat demikian. 

Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung.1 

Dan apabila perkawinan mereka putus, maka sebagaimana putusan Mahkamah 

Agung tanggal 9 April 1960 No. 120 K/Sip/1960 harus dibagi sama rata antara 

suami isteri.2 Dengan demikian, apa yang didapat suami/isteri bersama selama 

perkawinan merupakan hasil pencaharian bersama suami isteri dan harta ini 

bertambah dari pemberian-pemberian yang diterima suami isteri itu selama 

perkawinan mereka.  

Menurut Awig-Awig Desa Pakraman, harta bersama (pagunakayan) yaitu harta 

yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, dalam hal pewarisan Awig-Awig 

Desa Pakraman mengatur kedudukan janda, bahwa Awig-Awig Desa Pakraman 

memposisikan janda dengan status bukan ahli waris, namun demikian, Awig-Awig 

Desa Pakraman juga menyebutkan bahwa janda mempunyai hak terbatas dan 

bersyarat atas harta warisan.  

Setelah TAP MPRS Nomor II tanggal 03 Desember 1960 keluar, hukum waris 

adat di Indonesia mengalami perkembangan salah satunya adalah adanya 

persamaan kedudukan anak perempuan dengan anak laki-laki. Hal tersebut juga 

didukung oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

Mahkamah Agung dengan jelas menetapkan kedudukan janda sebagai ahli waris. 

 
1I Ketut Sudantra, I Made Walesa Putra, Yuwono. Aspek-Aspek Hukum Keluarga Dalam Awig-Awig Desa 

Pakraman. Jurnal Magister Hukum Udayana, 2016, Vol.5, No.1: 43-58, ojs.unud.ac.id, diakses 8 November 
2018. 

2Hilman Hadikusuma,Hukum Keluarga Adat, (Jakarta: Fajar Agung, 1987),  hal.60. 
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“Meskipun kedudukan perempuan dalam hukum waris adat bukan sebagai ahli 

waris, namun hanya sebatas untuk mewarisi harta pencarian suaminya". Artinya, 

janda hanya menguasai. Namun, jika tidak ada anak dalam pernikahan mereka, 

janda memiliki hak untuk menguasai seluruh harta pencarian tanpa 

mempermasalahkan besar kecil jumlahnya.  

Sehubungan bagian janda, Mahkamah Agung pernah menegaskan dalam 

putusannya asal Nomor 140 K/Sip/1961 yaitu, "besarnya bagian janda sama dengan 

bagian seorang anak kandung atas harta peninggalan suami.. ”. Putusan Mahkamah 

Agung yang mengatur tentang pemulihan hak seorang janda, yakni Putusan 

Mahkamah Agung Nomor 622 K/Sip/1973 yang menyatakan, bahwa  

"apabila janda dan anak-anak mereka berkedudukan sebagai ahli waris mutlak 
terhadap suami atas harta gana-gini dan harta gawan, maka selama belum 
dilakukan pembagian kewenangan janda untuk menjual atau menghibahkan 
harus ada persetujuan dari anak-anak yang sudah dewasa, tidak dibenarkan 
untuk dihibahkan. Akan tetapi, dibenarkan untuk dijual, asal persetujuan 
tersebut untuk kepentingan kehidupan anak-anak yang belum dewasa."  
 
Jika terhadap harta sudah dilaksanakan pembagian, janda berhak dan 

berwenang untuk menjual atau menghibahkan harta yang menjadi bagiannya tanpa 

persetujuan siapa pun. Selanjutnya, apabila janda hanya mempunyai hak untuk 

menikmati terhadap harta gana-gini, maka janda tidak berhak untuk menghibahkan 

harta tersebut apalagi mengalihkan harta asal suami. Seorang janda melalui putusan 

Mahkamah Agung juga diberi kewenangan untuk menuntut harta gana-gini dan 

harta asal suami dari penguasaan orang lain.  

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengkaji kasus gugatan 

waris yang terjadi di Bali, dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Agung 

Nomor: 493/K/Pdt/2012 tanggal 12 September 2012. Adapun penjelasan 

singkatnya mengenai perkara tersebut adalah sebagai berikut. Ketut Arya Andipa 

yang berkedudukan sebagai Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I dan 

Pembanding melawan Ni Made Nendri dahulu sebagai Termohon Kasasi dahulu 

Penggugat/Terbanding, dan PT. Bank Maspion Indonesia sebagai Turut Termohon 

Kasasi dahulu Tergugat II/Turut Terbanding. Ketut Arya Andipa (Pemohon Kasasi 

dahulu sebagai Tergugat I dan Pembanding) adalah anak kandung yang sah dari 
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perkawinan yang sah antara I Made Swetja (almarhum) dengan Ni Made Nendri 

(Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding). 

Selama perkawinan, I Made Swetja (almarhum) dengan Ni Made Nendri 

(Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding) telah memperoleh harta bersama 

berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2339/Desa Pemecutan 

Klod seluas 600 m², secara adat berada di wilayah Desa Pakraman Denpasar, dan 

kemudian diatas tanah tersebut Ni Made Nendri (Termohon Kasasi dahulu 

Penggugat/Terbanding) dan I Made Swetja (almarhum) mendirikan rumah tinggal 

dan toko, yang selanjutnya disebut tanah berikut bangunan sengketa, yang pada 

awalnya atas nama I Made Swetja (almarhum), namun setelah I Made Swetja 

(almarhum) meninggal dunia tanah tersebut menjadi atas nama Ketut Arya Andipa 

(Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding). 

Ni Made Nendri (Penggugat) mengajukan gugatan kepada Ketut Arya Andipa 

(Tergugat I) dengan alasan bahwa ada keinginan dari Tergugat I untuk menjual 

tanah berikut bangunan sengketa tersebut, dan atas keinginan Tergugat I tersebut 

Penggugat tidak rela dan tidak akan pernah mau harta bersama yang diperoleh dari 

perkawinan Penggugat dengan suami Penggugat berupa tanah berikut bangunan 

sengketa tersebut akan dijual oleh Tergugat I, dikarenakan Penggugat merasa 

berhak sepenuhnya atas seluruh harta bersama yang berupa tanah berikut bangunan 

sengketa tersebut.  

Penggugat menginginkan Tergugat I untuk mengembalikan dan menyerahkan 

tanah beserta bangunan sengketa kepada Penggugat. Gugatan dari Penggugat 

dikabulkan oleh hakim Pengadilan Negeri, sehingga kepemilikan objek sengketa 

telah beralih dari semula atas nama Tergugat I yaitu Ketut Arya Andipa kepada 

Penggugat yaitu Ni Made Nendri sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri 

Denpasar No. 203/Pdt.G/2010/PN.Dps tanggal 11 Maret 2011 yang pada tingkat 

Banding dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 

58/Pdt/2011/PT.Dps tanggal 1 Agustus 2011. Ketut Arya Andipa (Tergugat I) 

mengajukan perkara ini ke tingkat kasasi karena merasa menghaki dan menguasai 

objek sengketa atas dasar alas hak yang jelas, akan tetapi hakim menolak 

permohonan kasasi Ketut Arya Andipa (Pemohon Kasasi dahulu Tergugat 
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I/Pembanding) yang dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor: 

493/K/Pdt/2012 tanggal 12 September 2012 yang telah memiliki kekuatan hukum 

tetap. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan 

janda terhadap harta bersama berdasarkan Awig-Awig Desa Pakraman Denpasar 

serta untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian Amar Putusan Mahkamah 

Agung Nomor: 493/K/Pdt/2012 dengan Awig-Awig Desa Pakraman Denpasar.  

 

METODE PENELITIAN 

      Objek yang dianalisis adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor: 

493/K/Pdt/2012 mengenai Kedudukan Janda Terhadap Harta Bersama Menurut 

Awig-Awig Desa Adat Bali. Penelitian ini merupakan penelitian dengan 

menggunakan metode pendekatan yuridis3 Pendekatan yuridis disini adalah 

pendekatan hukum, dengan mengkaji peraturan-peraturan hukum maupun Putusan 

Hakim, dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Agung. Sifat penelitian ini 

adalah deskriptif, deskriptif adalah suatu penelitian yang menggambarkan secara 

lengkap karakteristik dari suatu keadaan, perilaku pribadi, perilaku kelompok tanpa 

melalui hipotesis dan memperoleh data mengenai hubungan antara suatu gejala 

dengan gejala yang lain. 

      Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini data sekunder yaitu data yang 

terdiri dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer, 

yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni Awig-Awig, Putusan Pengadilan 

Negeri, Putusan Pengadilan Tinggi, dan Putusan Mahkamah Agung. Bahan hukum 

sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti 

hasil-hasil penelitian di bidang hukum waris adat, hasil karya dari kalangan hukum. 

Dan data primer sebagai data pendukung data sekunder, dengan wawancara dari 

tokoh adat di Desa Pakraman Denpasar. 

      Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, 

yaitu analisis data dengan lebih menekankan pada kualitas atau isi dari data 

tersebut.4 Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini berupa metode deduktif, yaitu 

 
3 Soerjono Soekanto, 2015, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia), hal.7. 
4Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum, (Jakarta: Universitas Trisakti: 2007), hal. 13. 
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teknik mencari kesimpulan yang bertolak ukur pada fakta umum sebagai inti 

permasalahan kemudian diperjelas dengan gagasan-gagasan khusus yang relevan 

dengan fakta umum.  

 

HASIL PENELITIAN 

      Awig-awig Desa Pakraman berperan dalam mengatur tatanan kehidupan 

bermasyarakat dan wajib di hormati oleh masyarakat yang hidup di wilayah Desa 

Pakraman.Selama masih dianggap sesuai dengan kehidupan bermayarakat, warga 

Desa Pakraman masih menggunakan awig-awig sebagai dasar dalam kehidupan 

bermasyarakat. Adapun jika terdapat aturan yang sudah mulai tidak sesuai maka 

akan dilakukan perubahan melalui rapat dan membuat sebuah kesepakatan sebagai 

amandemen awig-awig, lalu apabila dalam rangkuman awig-awig masing-masing 

Desa Pakraman belum terakomodir atau belum tertuang jawaban dari masalah-

masalah yang muncul sesuai perkembangan zaman, maka Majelis di masing-

masing daerah akan turut serta mencari solusi, dan apabila tidak menemukan titik 

temu maka akan dilanjutkan ke Majelis Utama, maka dari itu apabila suatu 

peraturan tidak diatur secara rinci di dalam awig-awig masing-masing Desa 

Pakraman, maka dapat mengacu kepada Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman 

sesuai ruang lingkup masalah yang harus diselesaikan. Pejabat daerah harus 

mendukung setiap aturan yang dibentuk mengingat aturan tersebut merupakan 

landasan masyarakat.  

        Masalah waris mayarakat Bali masih menyerahkan kepada hukum negara 

sedangkan pihak desa hanya berupaya membantu memberikan data dan sila-sila 

keluarga. Demikian juga masalah pewarisan, masyarakat Desa Pakraman langsung 

menyerahkan sengketa waris langsung ke pengadilan. Adapun menurut informasi 

yang didapatkan, sesuai dengan pengertian waris dalam hukum adat Bali yang 

mengandung makna “hak dan kewajiban” maka ketika seseorang mendapatkan 

warisan maka sekaligus harus melaksanakan kewajiban yang terkait dengan konsep 

ajaran Tri Hita Karana.  

       

PEMBAHASAN 
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Kedudukan Janda Terhadap Harta Bersama Menurut Awig-Awig Desa 

Pakraman Denpasar 

      Awig-Awig Desa Pakraman memposisikan janda dengan status bukan ahli 

waris, namun janda mempunyai hak terbatas dan bersyarat atas harta warisan. 

Pengaturan pewarisan Desa Pakraman Denpasar termuat dalam Awig-Awig 

terutama dalam Palet 3 Pawos 36 sampai dengan Pawos 37. Menurut ketentuan 

Pawos 36 Warisan dibenarkan ke pihak laki-laki sesuai empat aturan/kebiasaan 

(tradisi) yang sudah disepakati (Warisan patut kapurusa manut ring catur dresta 

sane kemanggleng). Adapun menurut ketentuan Pasal (pawos) 37 angka 1 

menyatakan bahwa: 

na. Janda perempuan atau duda laki-laki yang tidak diadopsi bukan 
namanya anak angkat. (Balu luh, wiadin muani nyeburin (sowang-sowang 
boya sentana).) 
 

Dalam sistem kekerabatan patrinileal janda bukan merupakan ahli waris. Kamar 

ke-III dari Raad Yustisi Jakarta, memutuskan pada tanggal 26 Mei 1939 (T. 151 

halaman 193), bahwa janda tidak dapat dianggap sebagai ahli waris almarhum 

suaminya, akan tetapi ia berhak menerima penghasilan dari harta peninggalan si 

suami, jika ternyata, bahwa harta gono gini tidak mencukupi. Janda berhak terus 

hidup sedapat-dapatnya seperti keadaannya pada waktu perkawinan. Berdasarkan 

awig-awig Desa Pakraman, pernyataan Eman Suparman, serta penjelasan kamar 

ke-III dari Raad Yustisi Jakarta, jelaslah bahwa janda bukan merupakan ahli waris 

sehingga tidak berhak mendapatkan waris sepeninggal suaminya. Namun, janda 

berhak menikmati harta kekayaan yang ditinggalkan suaminya selama dia masih 

hidup dan tidak menikah lagi.  

    Seiring berjalannya waktu, sistem pembagian warisan di Bali mengalami 

perkembangan. Prof. Widia menegaskan bahwa:  

Sebelum 2010 wanita Bali-Hindu hanya berhak menikmati harta warisan 
secara terbatas. Sesudah 2010 wanita Bali berhak atas warisan berdasarkan 
Keputusan Pesamuan Agung III MUDP Bali No. 01/Kep/PSM-3MDP 
Bali/X/2010, 15 Oktober 2010. Di SK ini, wanita Bali menerima setengah 
dari hak waris purusa setelah dipotong 1/3 untuk harta pusaka dan 
kepentingan pelestarian. Hanya jika kaum wanita Bali yang pindah ke 
agama lain, mereka tak berhak atas hak waris. Jika orangtuanya ikhlas, tetap 
terbuka dengan memberikan jiwa dana atau bekal sukarela. 
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Berdasarkan argumen di atas, diketahui bahwa janda berhak menerima ½ dari 

hak waris purusa setelah dipotong 1/3 untuk harta pusaka dan kepentingan 

pelestarian dengan syarat janda tersebut tidak berpindah ke agama lain. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa janda di Bali berhak atas warisan yang 

ditinggalkan suaminya selama dia tidak berpindah agama dan tidak menikah 

lagi.  Dengan demikian, harta sengketa dalam penelitian ini sebagian merupakan 

harta si janda dan sebagian lagi merupakan harta si anak (anak laki-laki dan 

perempuan). Hal tersebut telah dijelaskan dalam Keputusan Majelis Utama Desa 

Pakraman (MDP) Bali Nomor 001/Kep/Psm-3/MDP Bali/X/2010 tentang hasil-

hasil pasamuhan agung III MDP Bali yang disahkan sejak 15 Oktober 2010, yang 

menyatakan: 5 

Selama dalam perkawinan, suami dan istri mempunyai kedudukan yang 
sama terhadap harta gunakayanya (harta yang diperoleh selama masa 
perkawinan).  
 
Anak kandung (laki-laki atau perempuan) serta anak angkat (laki-laki atau 
perempuan) yang belum kawin, pada dasarnya memiliki kedudukan yang 
sama terhadap harta gunakaya orang tuanya. 
 
Anak (laki-laki atau perempuan) berhak atas harta gunakaya orang tuanya, 
sesudah dikurangi sepertiga sebagai duwe tengah (harta bersama), yang 
dikuasai (bukan dimiliki) oleh anak yang ngubawang (melanjutkan 
swadharma atau tanggung jawab) orang tuanya. 
 
Anak yang berstatus kapurusa berhak atas satu bagian dari harta warisan, 
sedangkan yang berstatus pradana/ninggal kadaton terbatas berhak atas 
sebagian atau setengah dari harta warisan yang diterima oleh seorang anak 
yang berstatus kapurusa.  

 

Berdasarkan keputusan majelis tersebut, jelaslah bahwa anak dan janda sama-

sama memiliki hak atas harta bersama yang ditinggalkan oleh pewaris. Selain itu, 

dapat diketahui bahwa pada dasarnya masyarakat Bali memperbaiki hukum adat 

dari masa ke masa. Maka dari pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa janda 

mempunyai kedudukan yang sama terhadap harta bersama peninggalan almarhum 

 
5Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MDP) Bali Nomor 001/Kep/Psm-3/MDP Bali/X/2010 tentang 

hasil-hasil pasamuhan agung III MDP Bali 
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suaminya akan tetapi hanya sebatas menikmati untuk kepentingan diri sendiri dan 

anak-anaknya, dan pula selama ia menjalankan dharmanya sebagai janda, tidak 

menikah lagi dan tidak berpindah agama. 

 

Ketidaksesuaian Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor: 493/K/Pdt/2012 

Tentang Kedudukan Janda Terhadap Harta Bersama Dengan Awig-Awig 

Desa Pakraman Denpasar 

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 493/K/Pdt/2012 merupakan hasil putusan 

pengadilan tinggi tentang sengketa waris adat Bali. Mengingat Bali merupakan desa 

adat dengan sistem kekerabatan patrinileal, maka dalam hal ini anak laki-laki 

merupakan ahli waris. Hal tersebut juga diatur dalam awig-awig Desa Pakraman. 

Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa Ketut Arya Andipa (Tergugat I) 

merupakan pewaris atas harta yang ditinggalkan oleh I Made Swetja. Namun, dalam 

perkara ini harta yang dapat diwariskan adalah harta bersama yang dibeli bersama 

oleh I Made Swetja (almarhum) dan Ni Made Nendri pada masa perkawinannya 

yaitu pada tahun 1968 sehingga dalam hal ini, Ni Made Nendri merasa masih 

memiliki hak atas harta sengketa tersebut sehingga Ni Made Nendri memiliki 

kekuasaan atau hak untuk mencabut atau meminta kembali objek sengketa tersebut 

jika Ketut Arya Andipa (Tergugat I) tidak melaksanakan kewajibannya sebagai 

anak dengan baik.  

Mengingat Ketut Arya Andipa merupakan satu-satunya anak laki-laki (hasil 

perkawinan sah) yang masih hidup, Ni Made Nendri mempercayakan dan 

membaliknamakan sertifikat tanah sengketa tersebut kepada Ketut Arya Andipa 

agar untuk selanjutnya bertanggungjawab kepada ibu dan adik-adiknya. Namun 

seiring berjalannya waktu Ketut Arya Andipa tidak melaksanakan kewajiban 

tersebut bahkan menyia-nyiakan ibu dan adik-adik perempuannya bahkan telah 

menjadikan objek sengketa sebagai jaminan hutang dan bahkan akan menjual objek 

sengketa yang pada saat itu ditempati oleh ibu dan adik-adiknya. Dengan alasan 

tersebut, Ni Made Nendri mengajukan kepada Hakim Pengadilan Negeri untuk 

menyetujui seluruh permohonannya tersebut dengan alasan bahwa objek belum 

dibagi waris sehingga Ketut Arya Andipa tidak dapat menghakinya sendiri 



 
 

 
 

10 

meskipun Ni Made Nendri tidak dapat memberikan pembuktian bahwa Ketut Arya 

Andipa telah durhaka dan melakukan penelantaran. Pada awalnya, PT. Bank 

Maspion Indonesia juga dituntut oleh Ni Made Nendri namun, dalam perkara ini, 

pihak tersebut hanya sebagai pihak kreditur yang menggunakan harta sengketa 

sebagai jaminan. Dengan demikian, keputusan hakim Pengadilan Negeri dan hakim 

Pengadilan Tinggi untuk tidak melakukan apa-apa terhadap PT. Bank Maspion 

Indonesia adalah keputusan yang tepat. 

Mengingat Ketut Arya Andipa merasa berhak atas hak waris tersebut, maka ia 

mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, dan kemudian Amar Putusan Mahkamah 

Agung menolak permohonan kasasi Ketut Arya Andipa dengan pertimbangan 

Hakim bahwa “Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, sebab dari bukti 

Termohon Kasasi/Penggugat yang diajukan dipersidangan menurut hukum 

pembuktian, ternyata objek sengketa adalah peninggalan suami Termohon 

Kasasi/Penggugat (almarhum I Made Swetja) yang dengan meninggalnya yang 

bersangkutan secara hukum Termohon Kasasi/ Penggugat juga adalah ahli waris 

bersama yang lainnya termasuk Pemohon Kasasi/Tergugat I, oleh karena objek 

belum dibagi waris maka tidaklah dapat dibenarkan Pemohon Kasasi/Tergugat I 

menghakinya sendiri”  

Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi memutuskan hal tersebut 

diatas karena harta yang menjadi objek sengketa adalah harta peguna/pegunakarya 

yang merupakan harta yang diperoleh suami istri selama perkawinan berlangsung, 

hal tersebut terdapat dalam Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MDP) Bali 

Nomor 001/Kep/Psm-3/MDP Bali/X/2010 tentang hasil-hasil pasamuhan agung III 

MDP Bali yang disahkan sejak 15 Oktober 2010, yang menyatakan selama dalam 

perkawinan, suami dan istri mempunyai kedudukan yang sama terhadap harta 

gunakayanya (harta yang diperoleh selama masa perkawinan). Namun, jika harta 

yang disengketakan merupakan harta tetamian (harta pusaka) yang ditinggalkan 

oleh I Made Swetja maka Ketut Arya Andipa lah yang berhak memiliki seluruh 

harta tersebut. “Tetamian (harta pusaka) adalah harta yang diperoleh karena 

pewarisan secara turun temurun”. 6 Harta sengketa juga bukan merupakan harta 
 

6 Ibid.  
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Tetatadan, yaitu “harta yang dibawa oleh masing-masing suami istri yang dibawa 

masuk ke dalam perkawinan baik yang diperoleh karena usahanya sendiri (sekaya) 

maupun pemberian/hibah (jiwadana)” 7. Gde Panetja berpendapat harta warisan 

yang diperoleh oleh suami dan tatadan yang di bawa istri ke dalam perkawinan 

tetap akan berada di bawah kekuasaan masing-masing suami atau istri.8 

Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dalam hal ini 

mempertimbangkan sengketa dengan berdasar pada undang-undang dan peraturan 

hukum yang berlaku. Seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa setelah 

TAP MPRS Nomor II tanggal 03 Desember 1960 keluar, hukum waris adat di 

Indonesia mengalami perkembangan salah satunya adalah adanya persamaan 

kedudukan anak perempuan dengan anak laki-laki. Hal tersebut juga didukung oleh 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketetapan MPRS 

Nomor II tanggal 03 Desember 1960 menetapkan bahwa: 

Semua warisan adalah untuk anak-anak dan janda apabila si peninggal 
meninggalkan anak-anak dan janda, sehingga anak-anak dan janda tanpa 
membedakan jenis kelamin berhak atas harta peninggalan 
suaminya/bapaknya.  
 

Meskipun objek sengketa belum di bagi waris, Ketut Arya Andipa secara sah 

dapat menghaki bagian warisnya. Karena menurut awig-awig Desa Pakraman, anak 

laki-laki merupakan ahli waris, yang berhak atas bagian warisannya, akan tetapi 

harta warisan itu bukan hanya berupa harta kekayaan (material) saja, tetapi berupa 

juga kewajiban (tetegenan) yang meliputi kewajiban kepada orang tua, banjar dan 

desa adat, juga pada sanggah/pemerajan tempat memuja leluhur9. Namun jika 

melihat Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MDP) Bali serta yurisprudensi 

Mahkamah Agung,  Ketut Arya Andipa memang tidak dapat menghaki seluruh 

kekayaan yang ditinggalkan ayahnya mengingat harta tersebut sebagian adalah hak 

ibunya dan hak saudara-saudara perempuannya. Hasil revisi hukum adat keputusan 

MDP dan yurisprudensi MA menyatakan bahwa kini hukum waris tidak 

mempermasalahkan adanya sistem kekerabatan (patrilineal, matrilineal dan 

 
7 Ibid.  
8 Gede, I Panetja, Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali, (Denpasar : CV. Kayu Mas, 1986).  
9Tjok. Istri Putra Astiti, Hak-Hak Wanita Bali Dalam Hukum Adat Waris dalam Hukum dan Kemajemukan 

Budaya, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003). hal.307. 



 
 

 
 

12 

parental). Perempuan juga berhak mendapatkan warisan meskipun bagiannya tidak 

sebesar anak laki-laki. Dengan sebuah catatan tentang kedudukan janda hanya 

sebagai pengurus (karta) atas harta warisan itu terbatas hak dan wewenangnya pada 

pengurusan saja dan bukan menguasai secara mutlak.10  

Pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung 

Nomor: 493/K/Pdt/2012 tersebut memang sudah sesuai dengan nilai-nilai yang 

tumbuh dan berkembang di masyarakat hukum desa adat Bali namun mengenai 

pertimbangan hakim Mahkamah Agung yang menyatakan Termohon 

Kasasi/Penggugat (janda) juga adalah ahli waris bersama yang lainnya tidak dapat 

dilaksanakan secara konsekuen di Bali mengingat struktur masyarakat hukum desa 

adat Bali yang meletakkan kewajiban utama pada keluarga garis laki-laki, 

sedangkan si janda tidak mempunyai beban seberat ahli waris laki-laki, dan juga 

telah dikatakan pada bab sebelumnya mengenai kedudukan janda, bahwa didalam 

Keputusan Pasamuan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Nomor 

01/KEP/PSM-03/MDP tentang hasil-hasil Pasamuan Agung III MUDP Bali tanggal 

15 Oktober 2010, selama dalam perkawinan, suami dan istri mempunyai kedudukan 

yang sama terhadap harta gunakayanya (harta yang diperoleh selama masa 

perkawinan), yang dalam penelitian dapat disimpulkan bahwa Awig-Awig Desa 

Pakraman Denpasar yang dengan perkembangan zamannya mengacu pula pada 

Keputusan Pasamuan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Nomor 

01/KEP/PSM-03/MDP tentang hasil-hasil Pasamuan Agung III MUDP Bali bahwa 

janda mempunyai kedudukan yang sama dengan suaminya terhadap harta gunakaya 

atau harta bersama peninggalan almarhum suaminya, namun hanya untuk 

menguasai dan menikmati harta gunakaya itu demi kepentingan dirinya dan anak-

anaknya. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa amar Putusan Mahkamah Agung 

Nomor 493/K/Pdt/2012 tentang kedudukan janda terhadap harta bersama tidak 

sesuai dengan Awig-Awig Desa Pakraman Denpasarm dan bahwa Hakim 

Mahkamah Agung tidak menggunakan yurisprudensi, undang-undang, Awig-Awig 

 
10I Ketut Artadi, Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya, (Denpasar: Pustaka Bali Post, 2003), 

hal.57. 
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serta ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat adat sebagai dasar atau 

landasan hukum dalam mengambil suatu putusan. Pada dasarnya, dasar hakim 

dalam memutus suatu perkara adalah undang-undang, jika dalam suatu undang-

undang tidak lengkap, tidak jelas maka hakim harus melakukan penemuan hukum 

(rechtsvinding). Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman menyatakan, bahwa "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib 

menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang 

hidup dalam masyarakat”. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Berdasarkan Awig-Awig Desa 

Pakraman Denpasar, janda memiliki kedudukan yang sama dengan suaminya 

terhadap harta bersama atau harta gunakaya peninggalan almarhum suaminya 

namun hanya berhak menikmati demi kepentingan diri sendiri dan anak-anaknya, 

bukan sebagai ahli waris. (2) Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 

493/K/Pdt/2012 tentang kedudukan janda terhadap harta bersama tidak sesuai 

dengan Awig-Awig Desa Pakraman Denpasar, kedudukan janda bukan sebagai ahli 

waris terhadap harta bersama atau harta gunakaya peninggalan almarhum 

suaminya, melainkan hanya menikmati demi kepentingan diri sendiri dan anak-

anaknya. 

 
Saran 

      Dari hasil penelitian yang didapatkan, saya sebagai penulis menyarankan 

beberapa hal antara lain:   

1. Hakim Mahkamah Agung seharusnya dalam menjatuhkan putusan dilandasi 

oleh ketentuan hukum yang berlaku, baik yang bersumber dari undang-

undang, yurisprudensi, maupun dalam kehidupan dan adat kebiasaan 

masyarakat karena pada dasarnya, dasar hakim dalam memutus suatu 

perkara adalah undang-undang, jika dalam suatu undang-undang tidak 
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lengkap, tidak jelas maka hakim harus melakukan penemuan hukum 

(rechtsvinding).  

2. Agar tidak terjadi konflik dan tidak terjadi perbedaan pandangan di 

kalangan hakim, praktisi, aparatur desa, maupun pejabat terkait pada 

khususnya serta dikalangan masyarakat sendiri maka diperlukannya 

sosialisasi oleh para akademisi, Bendesa Adat, Majelis Utama Desa 

Pakraman, Pemerintah Daerah kepada masyarakat adat Bali tentang 

kedudukan janda.  

3. Sudah sepatutnya masyarakat hukum adat bersifat terbuka dan harus 

bersikap aktif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di dalam 

perkembangan hukum adat itu sendiri, sehingga tidak terjadi konflik. 
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